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ABSTRAK

Kegiatan eksploitasi batubara memberikan dampak terhadap lingkungan hidup.
dampak yang sering dijumpai adalah pencemaran lingkungan. Terjadinya
pencemaran bukan hanya berasal dari perusahaan namun juga dapat berasal dari
pemerintah yang tidak melakukan kewajiban pengawasan. Sebagaimana yang telah
terjadi di Provinsi Kalimantan Timur PT.X yang bergerak dibidang pertambangan
dalam melepaskan limbah yang dihasilkan telah melebihi baku mutu lingkungan
sehingga menyebabkan sungai santan dan palakan tercemar. Pemerintah daerah
provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang berwenang tidak melakukan
tindakan pengawasan terhadap PT. X sehingga menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bentuk
pengawasan yang dapat diterapkan terhadap PT.X. Penelitian ini dilakukan dengan
metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu
bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum
sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari beberapa literatur-literatur terkait
dengan isu hukum yang merupakan pokok dari penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pengawasan yang dapat diterapkan terhadap PT. X dapat
melihat pasal 74 UUPPLH dan Pasal 43 Perda Provinsi Kaltim No. 02/2011. Dan
PT. X dapat diterapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaiman
tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Perda Provinsi katim No. 02/2011. Jatamnas
sebagai pihak yang menemukan kelalaian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur dapat mengajukan gugatan Legal Standing ke Pengadilan Negeri untuk
mengembalikan fungsi lingkungan yang tercemar.
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ABSTRACT

Coal exploitation activities have an impact on the environment. The most common
impact is environmental pollution. The incident does not only come from the
company but can also come from the government which does not carry out its
supervisory obligations. What happened in East Kalimantan Province was PT. X
which is engaged in mining, the waste produced exceeds environmental quality
standards, causing pollution of coconut water and the Palakan river. The Regional
Government of East Kalimantan Province as the party that did not take any
supervisory action against PT. X is detrimental to society. The purpose of this study
is to determine whether the form of supervision that can be applied to PT.X. This
research was conducted using a normative juridical research method by examining
primary legal materials, namely binding legal materials from statutory regulations
and secondary legal materials, namely legal materials obtained from several
literatures relating to legal issues that were the subject of research. The results
showed that supervision that can be applied to PT. X can see Article 74 of UUPPLH
and Article 43 of Regional Regulation of East Kalimantan Province Number
02/2011. And PT. X may apply administrative sanctions in the form of government
coercion as referred to in Article 50 paragraph (1) of the Katim Province Regional
Regulation Number 02/2011. Jatamnas as a party that ignores the negligence of the
East Kalimantan Provincial Government can file a legal status lawsuit to the
District Court to restore environmental functions
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